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Pengantar Editor

Assalamualiakum. wr. Wb.
Salam literasi,

Syukur Alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita. Karena izin-
Nya pula buku yang berjudul “Etika Profesi dan Aspek Hukum
Bidang Kesehatan” ini telah berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan
yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan buah pemikiran
dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kompetensi
dan kapasitas pada bidangnya masing-maisng, terutama bidang
Hukum dan kesehatan.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku
kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus
bentuk kontribusi terhadap perkembangan dunia litarasi dan
publikasi ilmiah di Indonesia. selain itu, buku kolaborasi ini juga
menjadi bagian dari visi kami untuk berperan sebagai media
diseminasi setiap gagasan dan pemikiran para Dosen, peneliti
ataupun praktisi diselulruh Indonesia.

Buku Etika profesi dan hukum kesehatan ini disusun secara
terstruktur dan sistematis mengikuti pedoman pembelajaran
matakuliah di perguruan tinggi, sehingga sangat cocok digunakan
sebagai bahan referensi mahasiswa hukum atapun mahasiswa
kesehatan yang ingin mengetahui secara mendalam terkait aspek
hukum yang berkaitan dengan bidang kesaehatan. Buku ini diawali
dengan pembahasan tentang konsep dasar tentang moral, etika dan
hukum yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan
pemahaman dasar terkait konsep keadilan, kebaikan dan norma
yang hidup didalam masyarakat. Setelah menyajikan terkait pema-
haman dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pemabahasan
yang lebih spesifik tentang profesi bidang kesehatan yang dilan-
jutkan dengan pemabahasan tentang sudut pandang hukum ter-
hadap praktik profesi bidang kesehatan, baik dari aspek hukum
per-data, hukum pidana dan hukum administrasi.



Karena bidang kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang
dijamin oleh konstitusi dan telah diyakini oleh masyarakat dunia
sebagai hak dasar, maka buku ini juga menyadjikan sudut pandang
Hak asasi manusia pada bidang kesehatan dari dua sudut pandang
hukum, yaitu sudut pandang hukum nasional dan hukum iner-
nasonal. Selanjutya, dalam rangka menjamin hak dasar tersebut,
buku ini diakhiri dengan pemabahasan tentang pertanggung jaw-
aban hukum bidang kesehatan yang terdiri dari penjelasan hak,
kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para stakeholders dibidang
kesehatan, seperti dokter, pasien, tim medis dan rumah sakit.

Selanjutnya dalam rangka menegakan hak, kewajiban yang
termaktub dalam peraturan perundang-undangan dibidang kese-
hatan, buku ini diakhiri dengan pembasan terkait mekanisme dan
jenis-jenis penyelesaian sengketa yang dimungkinkan terjadi pada
praktik profisi biadang kesehatan.

Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi, sekaligus men-
jadi pedoman baik dalam proses pembelajaran atapun bagi praktik
pelayanan dan profesi dibidang kesehatan. Oleh karena itu, semoga
buku ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat
luas, sekaligus berkontribusi bagi perkembangan bidang hukum
dan kesehatan indonesia, baik praktis atapun akademis.

Elan Jaelani, SH., MH.
ID Scopus 57215717989
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BAB1 —
KONSEP DASAR MORAL
DAN ETIKA HUKUM

Dr. Rudy Hidana, M.Pd.
STIKes Bakti Tunas Husada

A. PENDAHULUAN

Pengertian etika sering kali disamakan dengan pengertian moral.
Yang dimaksud ajaran moral adalah wejangan-wejangan, khotbah-
khotbah, patokan-patokan, serta kumpulan peraturan dan ketetapan
baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup
dan ia bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika
adalah pemikiran yang kritis dan mendasar mengenai ajaran moral.
Oleh karena itu harus dibedakan dengan ajaran moral.

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti
manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk
perbuatan dan kelakuan (ahlak). Menurut asal katanya “moral” dari
kata mores dari bahasa latin, kemudian diterjemahkan menjadi “aturan
kesusilaan”.



Moral adalah aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan,
perbuatan tingkah laku yang baik.

Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan
atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana
yang dapat dinilai tidak baik. Etika ialah penyelidikan filosofis mengenai
kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika
tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana
seharusnya manusia itu berlaku benar.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk
hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seha-
rusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh kare-
nanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan
tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Menurut A. Ridwan Halim,
pengertian hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan di
akui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermas-
yarakat.

B. PENGERTIAN MORAL

Secara umum pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang
diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesa-
manya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama.
Pendapat lain mengatakan arti moral adalah sesuatu yang berhu-
bungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, ahlak, budi pekerti, dan
mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat
menilai dengan benar apa yang baik dan buruk.

Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang
mengatur cara berinteraksi (perbuatan, perilaku, dan ucapan) antar
sesama manusia. Dengan kata lain istilah moral merujuk pada tindakan,
perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma
yang ada di suatu masyarakat.
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ETIKA DAN ETIKA
PROFESI

Dr. Nandang lhwanudin, S.Ag., M.E.Sy
Universitas Islam Bandung (UNISBA)

A. PENDAHULUAN
1. Definisi Etika

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah
cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi
studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan
penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Plato senada dengan Socrates berpandangan bahwa pengetahuan dan
moral (etika) adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahakan Etika
memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan
refleksi. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia,
seperti etika perpektif Islam dalam produksi, distribusi dan konsumsi (Nan-
dang lhwanudin, 2020). Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga
tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif yaitu melihat
perbuatan manusia dari sudut baik dan buruknya.



Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia,
etika memberikan standar atau penilaian terhadap perilaku tersebut.

Menurut Al Ghazali, etika/akhlak adalah keadaan batin yang men-
jadi sumber lahirnya suatu perbuatan secara spontan, mudah, dengan
tidak memikirkan untung rugi. Orang yang beretika baik, manakala me-
nemukan yang memerlukan pertolongan, spontan menolongnya tanpa
sempat mempertimbangkan akibatnya. (Komaruddin Hidayat, 22)

Terdapat empat klasifikasi etika, yaitu: 1) Etika Deskriptif: yaitu
etika yang hanya memberikan penilaian terhadap objek yang diamati;
2) Etika Normatif: Etika yang mengemukakan suatu penilaian tentang
benar dan salah, baik dan buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan; 2)
Etika Individual: Etika yang objeknya berhubungan dengan makna dan
tujuan hidup; dan 4) Etika Sosial: Etika yang membicarakan tingkah laku
manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan
manusia lainnya.

2. Definisi profesi

Profesi berasal dari kata "Profess” (Bahasa Inggris), bermakna:
"Janji untuk memenuhi kewajiban, mengerjakan tugas khusus secara
tetap". Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi
biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi
dan lisensi. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan,
keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik. Seseorang yang
memiliki kecakapan dalam profesi tertentu adalah seorang profesional.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi/diakses 19 Maret 2020).

3. Definisi etika profesi
Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan
prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum yang telah
ditetapkan dan disepakati pada profesi atau lingkup kerja tententu
manusia. Definisi profesi merujuk pada beberapa pendapat ahli adalah
sebagai berikut:
a. Peter Jarvis. (1983:21), la mengartikan profesi sebagai suatu peke-
rjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus
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A. LATAR BELAKANG HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan kesehatan merupakan suatu organisasi yang sangat
kompleks, karena bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang meli-
batkan berbagi kelompok profesi dengan latar belakang pendidikan
dan kehidupan. Kompleksifitas pelayanan kesehatan tersebut akan
sangat erat berhubungan dengan adanya pelaporan inseiden yang ber-
akibat terhadap adnya ksus hokum di masyarakat. Pandangan masya-
rakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan berbagai persepsi
pemahaman pula terkait hukum tersebut. Hukum dalam arti peraturan
perundang-undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-
undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur. Oleh karena itu
aturan aturan di bidang kesehatan dikenal sebagai hukum kesehatan,
meskipun hukum kesehatan mungkin lebih luas lagi cakupannya dari
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itu. Dalam pandangan yang lebih luas sebagaimana dikatakan oleh
cicero, yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum (ibi societas
ibi ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti
ada hukumnya. Demikian halnya dengan praktek penyelenggaraan
kesehatan, yang tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan
pranata hukum yang dapat menjamin terselengaranya penyeleng-
garaan kesehatan. Pranata hukum yang mengatur penyelenggaraan
kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan. Adanya perangkat
hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepa-
stian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyeleng-
gara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
(Mudayana, 2015)

DI Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dina-
mika kehidupan manusia, dia lebih banyak mengatur hubungan hukum
dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan
mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puske-
smas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena meru-
pakan hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan
hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang
hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Hukum kesehatan di Indonesia diharapkan lebih lentur (fleksibel dan
dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
bidang kedokteran. (Iswandari, 2006)

Salah satu tujuan dari hukum, peraturan, deklarasi ataupun kode
etik kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan pasien disamping
mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Kese-
rasian antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan
merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem
kesehatan. Oleh karena itu hukum kesehatan yang mengatur pela-
yanan kesehatan terhadap pasien sangat erat hubungannya dengan
masalah-masalah yang akan timbul diantara hubungan perikatan
antara dokter dan pasien, perawat dengan pasien dan atau kelalaian
serta kesalahan yang dilakukan oleh dokter, perawat dan tenaga
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A. SEJARAH

Pada masa kolonial, tingkat kesejahteraan penduduk sangat mempri-
hatinkan termasuk kondisi kesehatannya, karena sarana dan prasarana
yang belum memadai. Buruknya kesejahteraan disebabkan keadaan ekon-
omi yang buruk, sehingga menyebabkan berjangkitnya penyakit-penyakit
menular, antara lain: malaria, pes, kolera dan cacar. Akibatnya banyak ke-
matian pada penduduk terutama disebabkan kondisi sarana dan prasarana
kesehatan dan pelayanan yang kurang baik (Furnivall, 1967).



Sesungguhnya intervensi pihak asing terhadap persoalan kesehatan
penduduk pribumi sudah dimulai sejak zaman Kompeni (VOC). Namun
demikian, upaya dokter-dokter VOC hampir sia-sia karena tidak mampu
memerangi penyebab yang sesungguhnya dari berbagai penyakit tropis.
Mereka tak berdaya menghadapi tingkat kematian yang sampai akhir abad
kel8 tetap tinggi. Hingga abad ke-18, sejarah kedokteran tidak banyak
membahas masalah pengobatan, tetapi lebih banyak menceritakan sej-
arah rumah sakit. Disebutkan, misalnya, di Batavia sejak tahun 1622 sudah
terdapat rumah sakit; sekitar tahun 1680 dokter Ten Rhyne yang menaruh
perhatian terhadap penyakit kusta membuka tempat perawatan penderita
kusta di Pulau Purmerend (di Teluk Jakarta), kemudian dibuka rumah sakit
di Banten dan Semarang, bahkan tahun 1769 dibuka rumah sakit jiwa di
Jakarta. Disebutkan bahwa semua itu lebih merupakan “pengurungan”
daripada perawatan yang dari sudut mentalitas merupakan gagasan
memisahkan perderita dari masyarakat umum, yang dampak terapisnya
hampir tidak ada (Lombard, 2008).

Sarana kesehatan yang tersedia belum mencukupi karena terapi
medis Barat mulai masuk nusantara bersamaan dengan kedatangan VOC
yang melakukan perdagangan di wilayah ini. Spesialis medis yang dibawa
ke Indonesia adalah ahli bedah yang dapat mengobati penyakit. Dokter-
dokter Belanda di Hindia Belanda bekerja di kapal maupun di darat
(Boomgard et al., 1996).

Periode 1890-1910 merupakan masa transisi supremasi militer dalam
pelayanan kesehatan oleh Militaire Geneeskundige Dienst (MGD) yang
mulai digantikan oleh pelayanan kesehatan sipil oleh Burgerlijke Genees-
kundige Dienst (BGD). Pemisahan yang nyata di antara kedua institusi
kesehatan ini baru terjadi pada tahun 1911 yang diatur dalam Staatsblad
tahun 1910 Nomor 648. BGD kemudian dijadikan bagian tersendiri di
bawah Departement van Onderwijs en Eerendienst. Periode ini juga
dicirikan dari kebijakan batig slot ke politik etis. Sehingga memunculkan
fenomena baru: rumah sakit mulai banyak dikelola swasta terutama
perkebunan dan misionaris (Depkes RI, 1980).

Periode 1930 sampai 1942 Depresi ekonomi mendorong pemerintah
memotong anggaran pendanaan publik. Terdapat usaha untuk melakukan
desentralisasi perawatan rumah sakit dan perusahaan swasta maupun
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PENDAHULUAN

Perundang —undangan hukum kesehatan sangat penting dipelajari
oleh semua orang terutama peserta didik yang sedang menjalani masa
pendidikan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan pada dasarnya
berkaitan antara tenaga kesehatan profesional (terutama dokter dan
rumah sakit atau institusi lain) dan pasien (Herring, 2016). Hukum
kesehatan ini berkaitan denga n perundang-undangan yang dibuat atau
ditujukan untuk melindungi terhadap kesehatan perorangan dan atau
masyarakat di ndonesia. Semua ketentuan secara umum telah diatur
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oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat yang ikut
bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan,
ketersediaan tenaga kesehatan dan lain-lain yang masih berkaitan
dengan peraturan undang-undang hukum kesehatan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Istilah peraturan perundang-undangan dan undang-undang me-
miliki makna yang berbeda. Peraturan perundang-undangan memilki
pengertian yaitu "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan”. Istilah undang-undang memiliki
pengertian yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden
(Amin, 2017). Perundang-undangan hukum kesehatan, baik memiliki
hubungan secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai
berikut:

A. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Kitab undang-undang perdata merupakah ketentuan hukum yang
secara tidak langsung berkaitan dengan masalah kesehatan, terutama
dalam tanggungjawabnya sebagai seorang dokter terhadap kelalaian
menjalankan tugasnya. Pada kitab undang-undang perdata yang dapat
diterapkan adalah pasal 1239 (KUH PERDATA), pasal 1320 (KUH
PERDATA), pasal 1365 (KUH PERDATA), pasal 1366 (KUH PERDATA),
dan pasal 1367 (KUH PERDATA) (Asyhadie, 2018)

Pasal 1239 KUH Perdata mengenai wanprestasi. Seseorang
dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan ada suatu sebab yaitu
tidak melakukan apa yang telah disanggupinya atau dijanjikan,
melakukan apa yang telah disanggupi namun tidak tepat waktu atau
terlambat, melakukan apa yang sudah disanggupi atau dijanjikan tetap
tidak seperti apa yang sudah dijanjikan, dan melakukan hal yang sudah
dijanjikan untuk tidak boleh dilakukan (Asyhadie, 2018).

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa “Supaya terjadi
persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan
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A. PENDAHULUAN

Sehat itu mahal, demikian disampaikan oleh banyak orang. Kare-
nanya, mereka selalu berusaha menjaga kesehatannya dengan ber-
bagai upaya. Di antaranya mengkonsumsi sayur dan buah-buahan sec-
ara teratur, menjaga pola makan, olah raga dan istirahat yang cukup
dengan tidur minimal 8 jam per hari atau minum air putih yang tetap
dijaga minimal 2,5 liter setiap hari. Usaha terebut akan sedikit mem-
bantu mengurangi gangguan penyakit dan racun dalam tubuh. Kese-
hatan sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia. Tanpa kesehatan,
seluruh aktivitas akan terganggu bahkan mengakibatkan lumpuh atau
tidak bisa menjalankan pekerjaan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika
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terdapat ujaran yang mengatakan bahwa kesehatan bukan sega-
lanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa. Jauh
sebelum jaman kini, sekitar abad kedua Masehi, seorang Pujangga
Romawi, Decimus lunius Juvenalis membuat karya sastra Satire X yang
dalam ungkapan latin disebutkan Mens Sana in corpore sano
(drh.chaidir, MM., 2012). Kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan
‘di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat’. Hal ini tentu
tidak dapat diartikan bahwa dalam tubuh yang sehat selalu terdapat
jiwa yang sehat. Namun esensi pepatah ini bahwa dengan kesehatan
tubuh diharapkan jiwanya juga sehat dan sebaliknya. Upaya mewu-
judkan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga
dilakukan oleh masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat biasanya
terjadi karena lingkungan yang kurang sehat sehingga bibit penyakit
tumbuh dan berkembang biak, seperti membuang limbah kotoran
dengan sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran ling-
kungan. Kondisi demikian akan menimbulkan bibit penyakit bagi mas-
yarakat. Menurut dr. Nengah Adnyana Oka M., M.Kes (2012) dari Aka-
demi Analis Kesehatan Surakarta, masalah kesehatan masyarakat
antara lain tentang kesehatan lingkungan, penyehatan lingkungan
pemukiman, penyediaan air bersih, pengolahan limbah dan sampah,
pengelolaan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan, masalah
genetik dan pelayanan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan. Den-
gan demikian konsep kesehatan masyarakat sangat terkait dengan
perubahan perilaku sehat sehingga perlu diupayakan oleh masyarakat,
dari dan untuk masyarakat.

Oleh karena itu, aspek kesehatan sebaiknya menjadi pertim-
bangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan.
Kondisi demikian disadari oleh Pemerintah Jokowi & Jk dalam 9 agenda
prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Dalam butir kelima Nawacita
ditegaskan adanya peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan
menginisiasi kartu "Indonesia Sehat". Salah satu implementasi, Peme-
rintah Kota Bekasi menggelontorkan anggaran daerah hingga Rp100
miliar untuk memback up Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kepen-
dudukan (NIK) untuk 26 ribu keluarga, di mana satu kartu dapat digu
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A. PENDAHULUAN

Meningkatnya perkara kesehatan/ medis antara pasien dengan
tenaga medis disebabkan oleh perkembangan teknologi, komunikasi
dan informasi yang semakin baik sehingga pasien atau keluarga pasien
semakin sadar dan memahami akan hak-haknya dalam memperoleh
pelayanan jasa medis/pelayanan jasa kesehatan. Kalau melihat keda-
lam peraturan perundangan mengenai kesehatan yang ada di Indo-
nesia, di dalam peraturan perundangan tersebut mengatur mengenai
hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan jasa kesehatan serta
mengatur juga mengenai kewajiban tenaga kesehatan/ medis dalam
memberikan pelayanan jasa kesehatan. Dalam upaya mencari keadilan



terhadap perkara medis, pasien atau keluarga pasien dan tenaga
medis, dapat menempuh melalui dua jalur yaitu: jalur peradilan dan
jalur non-peradilan. Jalur peradilan ditempuh dengan cara mengajukan
gugatan ke pengadilan, sedangkan jalur non-pera-dilan ditempuh
melalui penyelesaian di luar peradilan. Dalam perkara medis jika para
pihak menempuh penyelesaian di luar peradilan, biasanya meng-
unakan cara mediasi. Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya
ada satu hal pokok yang dicari para justiabalance (pencari keadilan)
yaitu putusan hakim. Putusan hakim atau disebut juga dengan istilah
putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau
dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan
perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan
putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan
adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka
hadapi

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur
negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui
duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang menga-
turnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum vyang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak
tertulis (Makarao, 2004:124). Upaya hukum untuk mencari keadilan
dibidang perkara medis berdasarkan Undang-Undang Republik Indo-
nesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat
ditempuh dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding sampai
ke Mahkamah Agung. Membahas mengenai perkara medis, para
penggugat tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi alasan pokok
suatu gugatan atau biasa disebut dasar/alas gugatan. Dalam perkara
medis yang melibatkan pasien dan tenaga medis, penggugat dapat
mengajukan gugatan dengan dasar/alas gugatan wanprestasi dan
dasar/alas gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian tenaga
medis dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan, dalam hal ini para
penggugat merasa bahwa dalam memberikan pelayanan jasa kese-
hatan telah terjadi sebuah kelalaian sehingga menimbulkan kerugian
yang nyata bagi penggugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat

BIDANG KESEHATAN |133



DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta,

Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban
Dokter, Rineka Cipta, Jakarta

Brown, Stephen J. Legal Trends in The Evolution of Medical Risk, AAOS
Now Journal, August 2008

Campbell, Henry, Black Law Dictionary, 1979, West Publishing Co, St
Paul Minn

Djodjodirdjo, M.A. Moegni , 1979, Perbuatan Melawan Hukum,
Pradnya Paramita, Jakarta

Guwandi, J., 2007, Hukum Medik (Medical Law), Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Jakarta.

Hanafiah, Junus dan Amri Amir, 2007, Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Harahap, Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan Il, Alumni,
Bandung.

Jenie, Siti Ismijati, Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus
Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada dihadapan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar UGM tanggal
10 September 2007, tidak diterbitkan.

Komalawati, Veronica 1989. Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter
Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Komalawati, Veronika, 1999, Peranan Informed Consent dalam
Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan
Pasien): Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Makarao, Moh. Taufik, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. |,
PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Merry, Alan Forbes dan Alexander McCall Smith, 2003, Errors,
Medicine and The Law, Cambridge University Press, United
Kingdom

BIDANG KESEHATAN |153



Nasser, M. Perkara Medis dalam Pelayanan Kesehatan, Makalah
disampaikan pada Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta,
Lustrum FK UGM, 3 Maret 2011, Yogyakarta.

Oughton, David dan Martin Davis, 2000, Sourcebook on Contract Law
Second Edition, Cavendish Publishing Limited, United Kingdom.
Owen, David G.,. The Five Elements of Negligence, Hofstra Law Review,

Volume 35, Nomor 4, 2007.

Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum
Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung

Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.

Woulandari, Cahya, Pembuktian Pidana Kasus Malpraktek dan Kendala
Dalam Pembuktiannya, Jurnal Hukum Pandecta UNNES Volume 4,
Nomor 2, Juli — Desember 2010

154| ETIKA PROFESI & ASPEK HUKUM



PROFIL PENULIS

AP HE Nama Lengkap Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H.
.@ Jabatan Struktural/Fungsional I1lIA/ Asisten Ahli,

» V. W NIP 198009092005011001 Lahir di Wonogiri, 9
September 1980, Tempat tinggal di Perum Fajar
Indah Mutiara Blok A-5, Jalan Kronggahan I,
Kronggahan RT 4 RW 7, Baturan Colomadu —
Surakarta 57171, Jawa Tengah. Alamat Kantor:
Fakultas Hukum UNS Solo, Jurusan Hukum
sl  Administrasi, JI. Ir.Sutami 36A Surakarta. Nomor

HP 0813288-79988, Nomor Telepon/Faks: 0271 664989, surat
elektronik: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id.

BIDANG KESEHATAN |155


mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

ASPEK HUKUM ™, |

PIDANADALAN

KESEHATAN
BERKAITAN %
MALPRAKTIK MEDIK &

Dr.Diana Haiti, S H.M.H




BAB 8

ASPEK HUKUM PIDANA
DALAM KESEHATAN
BERKAITAN MALPRAKTIK
MEDIK

Dr. Diana Haiti, S.H.M.H.
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meni-
ngkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilak-
sanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindu-
ngan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pemben-
tukan sumber daya manusia Indonesia.



Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokt.eran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 4431, untuk selanjutnya disingkat UU
No. 29/2004) menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi sebagai salah
satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masya-
rakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung
dengan nemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang
diberikan. Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat
melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu penge-
tahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh
melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus
terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kema-
juan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi
dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik
yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan
oleh hukum vyaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terh-
adap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan
merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan
dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan org-
anisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan
perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain.
IImu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat
pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pem-
berian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya per-
masalahan dalam Rumah Sakit.

Akhir-akhir ini tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau
keluarganya kepada pihak rumah sakit dan atau dokternya semakin
meningkat jumlahnya. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tun-
tutan pidana maupun perdata dengan hampir selalu mendasarkan kep-
ada teori hukum kelalaian. Dalam bahasa sehari-hari perilaku yang
dituntut adalah malpraktik medik yang merupakan sebutan "genus"
(kumpulan) dari kelompok perilaku profesional medis yang menyi-
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A. PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan
pemerintahan yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus
sesuai dengan hukum. Termasuk dalam upaya perlindungan hak asasi
manusia warga negaranya.Kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsurkesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa kesehatanjuga merupakan salah satu
kebutuhan dasarmanusia, disamping sandang, pangan danpapan.
Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini.



Memahami etikaKesehatan merupakan bagian penting dari kese-
jahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar, setiap orang
memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tercapainya tujuan nasional maka diselenggarakanlah upaya pem-
bangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Termasuk di
antaranyapembangunan kesehatan secara umum dan menyediakan
pelayanan kesehatan secara khusus. Di Indonesia, aspek hukum dalam
bidang kesehatan telah diimplementasikan dengan dikeluarkannya
berbagai undang-undang yang bersifat sektoral, diantaranya Undang-
Undang Nomor 23 tahun 1992 yang diganti oleh Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 18 Tahun 2014
tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang
Klinik, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan.

Semua bidang kehidupan masyarakat sekarang ini diliputi aspek
hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai
hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang
belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain, oleh karena
itudiperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia
melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.

Pembinaan dan pengembangan hukum di bidang kesehatan,
bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan
memperlancar pembangunan di bidang kesehatan. Peraturan perun-
dang-undangan yang diinginkan itu tentunya peraturan yang dapat
menjamin dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang diharapkan serta dapat melindungi tenaga kesehatan.

BIDANG KESEHATAN |181



DAFTAR PUSTAKA

Alfred A Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran dalam Husein
Kerbala, Segisegi Etis dan Yuridis Informed Consent, Jakarta,
Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan-Pertanggungjawaban
Dokter, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Jakarta Barat,
Bina Rupa Aksara, 1996.

Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan
Medis Di Rumah Sakit, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta: Grafikatama
Jaya,1991.

Hermien Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Surabaya
: Citra Aditya Bakti, 1991

HS Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata. Jakarta:
Raja GrafindoPersada, 2006.

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Bandung, PT. Citra
Aditya Bakti, 1998.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,
Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2006.

M.Jusuf Hanafiah, Amir Amri, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,
Buku Kedokteran, Jakarta, 2008.

Pitono Soeparto, dkk, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Surabaya,
Airlangga University Press, 2006.

Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,
Yogyakarta, Liberty, 2005.

BIDANG KESEHATAN |207



Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak DI Luar KUHPerdata, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sunarto Ady Wibowo, Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia, Pustaka
Bangsa Press, Medan, 2009.

Sofyan Lubis, Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Yogyakarta,
Pustaka Yustisia, 2009.

S. Soetrisno, Malpraktek : Medik dan Mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa, Tangerang : Telaga llmu Indonesia, 2010.

Veronica Komalawati, Hukum dan etika Praktek Dokter, Jakarta,
Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Y.A. Triama Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Bayumedia
Publishing, Malang, 2007.

208| ETIKA PROFESI & ASPEK HUKUM



PROFIL PENULIS

MUCHTAR ANSHARY HAMID LABETUBUN,SH.,MH,
berasal dari Suku Kei / Nuhu Evav, dilahirkan di Tual
Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual)
pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat
bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul
Hamid Labetubun (Alm) dan lbu Kalsum Narew.
Menikah dengan Anita Elly, Amd.Keb dan dikaruniai
tiga putri bernama Meyraini Summah Labetubun, Khotimah Much-
tarani Labetubun, dan Zahira Rizgiella Labetubun.

Menempuh pendidikan formal pada SD N Lengga Desa Elaar Let
Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, MTs Filial Mastur
Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, SMU N 1 Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003
dengan Judul Skripsi: Perdamaian Di Depan Sidang Pengadilan dalam
Penyelesaian Perkara Perdata: Suatu Tinjauan Hukum Di Pengadilan
Negeri Tual, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010 dengan Judul
Tesis: Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKl) atas
Desain Industri Terhadap Produk Kerajinan Kerang Mutiara Dalam
Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon.

Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas
Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 diterima sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun
2006. Sekertaris Bagian (Jurusan) Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Pattimura Periode 2016-2020.

Selain itu Penulis aktif menulis artikel yang dipublikasikan
dibeberapa jurnal pada beberapa Perguruan Tinggi dan sebagai Pe-
makala pada Konferensi dan Seminar Nasional yang diselenggarakan
oleh APHK (Asosiasi Pengajara Hukum Keperdataan), ADHAPER
(Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata) dan APHKI (Asosiasi Pengajar
Hak Kekayaan Intelektual).

BIDANG KESEHATAN |209



ASPEKHUKUM N\
ADMNISTRAS %
DALAM KESEHATAN %



ASPEK HUKUM
ADMNISTRASI DALAM
KESEHATAN
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A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dalam suatu masyarakat memerlukan perli-
ndungan kepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan
kepentingan tersebut tercapai dengan terciptanya pedoman hidup
yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam
masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri
(Mertukusumo S, 2012). Pedoman untuk berprilaku atau bersikap
dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah. Jimly Asshi-
ddigie menyebutkan, bahwa yang disebut norma atau kaedah adalah
pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang
berisi kebolehan, anjuran, atau perintah (Asshiddigie, J, 2006). Baik
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anjuran maupun perintah dapat berisi kaedah yang bersifat positif atau
negatif, sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau
anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu dan norma perintah untuk
melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Paul Scholten mengemukakan bahwa hukum bukanlah kumpulan
norma-norma (C.A. Paul Scholten, 1934) (er is geen andere regel dan
die van het feiten complex in zijn geheel). Hal senada juga vyang
dikemukakan oleh Van Kan bahwa “..het recht is een geheel van
dwingende leefrechts ter beveiling van de belangen der mensen in
samenleving (Van Kan, 1951). Dengan demikian, hukum memang
sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia dalam
kehidupan bersama, oleh karena itu sebagaimana yang dikemukakan
oleh Karl Llewellyn bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat
demikian erat. Selanjutnya, beliau mengemukakan sebagai berikut:
“Law or legal system is an aspect of organized society, and in so far as
an attempt is made to explain the system as a whole, to describe its
structure, or to indicate the relations of the system or its parts to
society, however misquided the result may seem to one or other
contemporary school of sociologists”. Selain itu, Karl Llewellyn
menyebutkan bahwa hukum adalah “...what officials do about dispute
is....the law jtself”. Hart (1984) mengemukakan bahwa yang disebut
sebagai hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Rules forbidding or enjoining certain types of behavior under
penalty:

2. Rules requiring people to compensate those whom they injure in
certains ways;

3. Rule specifying what must be done to make wills, contracts, or
other arrangements which confer right and create obligations;

4. Courts to determine what the rules are and when they have been
broken, and to fix the punishment or compensation to be paid;

5. Alegislature to meke new rules and abolish old ones.

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan Hart di atas, hukum dapat

meliputi baik sebagai peraturan tingkah laku dalam masyarakat, put-
usan pengadilan mengenai apakah peraturannya untuk dapat dihukum,
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A. PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa
boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya) (Dar-
yanto, 1997). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu kese-
harusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepadanya (Hamzah, 2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah
suatu akibat atas konsekuensikebebasan seorang tentang perbua-
tannya yang berkaitan dengan etika atau moraldalam melakukan suatu
perbuatan (Notoatmojo, 2010).

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal



tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat
haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim
mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih
lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan
kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum
diartikansebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku
menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah
ada (Khairunnisa, 2009).

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum
bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang mel-
ahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung-
jawabannya (Titik Triwulan, 2010).

B. MACAM-MACAM TANGGUNG JAWAB
Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:
1. Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat
bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari per-
buatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap
individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak
mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu
mengenali hakikat kebebasan.

Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan
untuk  menutup-nutupi  tanggungjawab itu sendiri. Dalam
tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian
kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab
tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka
2. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang
yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mem-
pertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil
keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau
secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan
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A. PENDAHULUAN

Sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul akibat hubu-
ngan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan
penyembuhan. Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu ked-
okteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif pasif.
Beberapa sarjana berpendapat bahwa ada dua hal yang dapat terjadi
dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah konflik (conflict),
dan yang kedua adalah. sengketa (dispute), tetapi kedua istilah ini ham-
pir sama dan yang membedakannya adalah konflik pengertiannya.
Masalah yang muncul paling sering dari semua kasus tuntutan pasien
kepada dokter/dokter gigi atau rumah sakit umumnya merupakan
masalah miskomunikasi yang terjadi antara pasien dan dokter/dokter
gigi dan/atau rumah sakit, sehingga istilah yang tepat adalah“Sengketa
Medik”, jadi, tuduhan malpraktik sangatlah tidak tepat untuk dokter/

<



dokter gigi, mengingat sampai saat ini masih banyak dokter/dokter gigi
yang berpraktik atas dasar kemanusiaan.

Melihat dari sisi hubungan hukum antara dokter dengan pasien
dapat terjadi karena dua hal, yakni hubungan karena kontrak (tera-
peutik) dan hubungan karena undang-undang (zaakwarneming). Dalam
hubungan kontrak, dokter dan pasien telah dianggap sepakat mela-
kukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis
terhadap pasien, sedangkan hubungan karena undang-undang muncul
karena kewajiban yang dibebankan pada dokter. Pada kontrak tera-
peutik, hubungan dimulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara
dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik,
kadang-kadang dokter membutuhkan pemeriksaan diagnostik untuk
menunjang dan menegakkan diagnosisnya yang antara lain berupa
pemeriksaan radiologi atau laboratorium . Dalam penyelesaian kasus
sengketa medik harus ada putusan dan pertimbangan logika medis dan
logika hukum untuk menentukan apakah sengketa medik tersebut
masuk dalam kategori malpraktik kedokteran atau tidak.

B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Sengketa Medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau
keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan
rumah sakit/fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan ada-
lah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memper-
hatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan
diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan
saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau
upaya yang dilakukan (Inspanning Verbintennis) dan tidak menjamin/
menggaransi hasil akhir (Resultalte Verbintennis). Biasanya pengaduan
dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien ke instansi kepolisian dan
juga ke media massa. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum
tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan tenaga
kesehatan sebagai bulan-bulanan, yang tidak jarang merusak reputasi
nama dan juga karir tenaga kesehatan ini. Sementara itu pengaduan ke
kepolisian baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda diterima dan
diproses seperti layaknya sebuah perkara pidana. Menggeser kasus
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